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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai
advokat dan pembayar pajak yang menurut para Pemohon mempunyai hak konstitusional
untuk mempersoalkan dan/atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah terhadap setiap
undang-undang di segala bidang hukum yang memengaruhi kerja para Pemohon sebagai
Advokat yang juga berstatus sebagai penegak hukum. Adapun ketentuan Penjelasan Pasal
120 ayat (2) UU PT yang memuat frasa “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda petik, telah
menimbulkan multitafsir yang merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam
menjalankan profesi para Pemohon dan menyebabkan hilang atau berkurangnya hak para
Pemohon untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan yang layak akibat adanya
kemungkinan terjadi penumpukan atau sentralisasi jabatan Komisaris Independen pada
pejabat negara, aparatur sipil negara, dan penyelenggara negara;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguiji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu
Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Bahwa menurut para Pemohon penulisan frasa “Komisaris dari pihak luar” dalam tanda
petik menjadikan pengertian Komisaris dari pihak luar tidak memiliki makna yang
sebenarnya atau memiliki arti khusus, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut apa
makna atau arti khusus dari “Komisaris dari pihak luar” tersebut. Frasa “Komisaris dari pihak
luar” itu dapat diartikan sebagai tidak terafiliasi dari pemegang saham utama, anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, atau dapat juga diartikan sebagai
komisaris yang berasal dari pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya atau hubungan
dengan perseroan yang bersangkutan sehingga karyawan atau afiliasi dari pemegang
saham minoritas tidak dapat menjadi Komisaris Independen. Hal demikian telah berpotensi
merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum dan memeroleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak dan kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila
Mahkamah menyatakan norma Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT bertentangan secara



bersyarat dengan UUD 1945;

Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan
kerugian hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu
menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut
anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 120 ayat
(2) UU PT khususnya dengan adanya frasa “Komisaris dari pihak luar” yang ditulis dalam
tanda petik. Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup
sehingga dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kecenderungan para Pemohon
untuk dipilih menjadi Komisaris Independen dari suatu perusahaan terbuka/publik yang
kemudian menjadi terhalang hak atas pekerjaan para Pemohon tersebut akibat adanya
keikutsertaan pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), maupun penyelenggara negara;

Bahwa dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip good corporate governance
(GCG) yang merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk
menciptakan situasi checks and balances, transparan dan akuntabel serta merealisasikan
tanggung jawab sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan, pemilihan Komisaris
Independen dalam suatu Emiten maupun Perusahaan Publik adalah berdasarkan integritas
dan kualitas pribadi calon Komisaris Independen itu sendiri sebagaimana yang disyaratkan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Seorang Komisaris Independen pada
perusahaan terbuka/publik selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK a quo selanjutnya yang menjadi bagian penting adalah diangkat berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terhadap persyaratan untuk menjadi
Komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK a quo, para Pemohon dalam
Permohonannya telah menyatakan tidak terdapat halangan pada diri para Pemohon untuk
menduduki jabatan Komisaris Independen di perusahaan terbuka/publik;

Bahwa menurut Mahkamah, pembatasan terhadap pejabat negara, ASN, maupun
penyelenggara negara untuk dapat menjadi Komisaris Independen tidak serta merta
menjadikan para Pemohon atas dasar pekerjaannya dapat menjadi Komisaris Independen,
tetapi para Pemohon ataupun Advokat lainnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan
sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Pemohon sebagai perseorangan warga
negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat tidak mengalami kerugian baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula
hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma
yang dimohonkan penguijian;

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon untuk memberikan penguatan terhadap
kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak yang
dihubungkan dengan Komisaris Independen sebagai suatu pekerjaan yang berkenaan
dengan penghasilan dan perpajakan, hal demikian tidak dapat diterima oleh Mahkamah
sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah, bahwa Pemohon sebagai pembayar pajak
dapat diberikan kedudukan hukumnya bilamana perkara pengujian undang-undang yang
diajukan berkaitan erat dengan keuangan negara, pajak, atau anggaran negara serta
mampu menguraikan kerugian konstitusional yang disebabkan dari keberlakuan suatu norma
yang dimohonkan pengujiannya [vide misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
10/PUU-XVII/2019]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

PENDAPAT BERBEDA (D/SSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi,
yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai
pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum para Pemohon,
dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu perpaduan antara
hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor
privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal
keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu
dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka
panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan
memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara
keseluruhan. Efisiensi kinerja serta terjaganya kepentingan para pemangku
kepentingan sudah barang tentu menjadi salah satu tugas esensial dari komisaris
independen.

Bahwa apabila ditinjau dari perspektif human capital, adanya komisaris
independen dalam sebuah perusahaan dapat mengurangi benturan kepentingan
antara pemegang saham dalam manajemen perusahaan, karena fungsi
pengawasan dari komisaris independen dapat dilakukan dengan menyuarakan
pendapat yang independen dalam rapat.

Bahwa dengan demikian, mencermati kompleksitasnya tugas dan peran jabatan
komisaris independen, maka hal ini membuktikan bahwa profesi apapun
termasuk ahli hukum, profesi advokat, dapat menjadi bagian dari perbaikan
proses nominasi dan seleksi dewan komisaris pada perusahaan yang diperluas
kualifikasinya melalui adanya peningkatan keberagaman. Hal ini bertujuan untuk
memberikan diversifikasi kualifikasi akademik, keahlian, usia, gender dari
kandidat yang akan menduduki jabatan komisaris termasuk komisaris
independen.

Berdasarkan argumentasi tersebut, kami berpendapat bahwa terlepas dari ada atau
tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan penguijian,
seharusnya para Pemohon dinyatakan memiliki hak, kesempatan, dan kualifikasi
untuk dapat mengikuti seleksi jabatan komisaris independen sebagaimana diatur
oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang norma yang dimohonkan pengujian
beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, menurut kami, para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo dan
Mahkamah seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan.



